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ABSTRAK

RISA ARDIANTI, 2019. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa,
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing
Oleh Pembimbing I H. Sanusi A.M dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kinerja Pemerintah Daerah
dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis
kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Metode Analisis yang digunakan
Metode Deskriptif dimana penelitian dilkukan dengan mengumpulkan dan menganalisa
data yang dikumpulkan serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan Terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah
sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja. dimana Perbedaan kinerja
ini dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah tergolong baik,
Pemungutan di tahun 2014-2017 (setelah penerapan anggaran berbasis kinerja)
cenderung semakin efisien. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio efisiensi bila
dibandingkan dengan tahun 2010-2013 (sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja)
yang rata-rata 4,84%. Rasio efektifitas sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja
cenderung fluktuatif dengan rata-rata 66,60%. Sedangkan setelahnya yaitu pada tahun
2014-2017 rata-rata realisasi pendapatan asli daerah adalah 124,80%.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.



ABSTRAK

RISA ARDIANTI, 2019. Analysis of Local Government Performance Before
and After Implementation of Performance-Based Budgeting in Gowa Regency
Government, Thesis of the Faculty of Economics and Business, University of
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I H. Sanusi A.M and
Advisor II Ismail Badollahi.

This study aims to determine the Analysis of Local Government
Performance in the form of fiscal decentralization before and after the
implementation of performance-based budgets. In the Regional Government of
Gowa Regency, the Analysis Method used Descriptive Method where research
is conducted by collecting and analyzing collected data and a clear picture in
accordance with the circumstances in fact.

The results showed that there were differences in the performance of
local governments before and after the implementation of performance-based
budgets. where this performance difference in collecting local taxes and levies
is classified as good, collection in 2014-2017 (after the implementation of
performance-based budgets) tends to be more efficient. This can be seen from
the decrease in the number of efficiency ratios when compared to 2010-2013
(before the implementation of performance-based budgets) which averaged
4.84%. The effectiveness ratio before the implementation of performance-
based budgets tends to fluctuate with an average of 66.60%. Whereas after
that, namely in 2014-2017 the average realization of local revenue was
124.80%

Keywords: Local Government Performance, Implementation of Performance-
Based

Budgeting.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan

akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk

pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan

reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi

ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan

rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu

pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan

istilah good governance. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik

pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai le,baga

legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah

transparency, fairness, responsibility dan accountability.

Selain itu juga, unsur-unsur good governance adalah tuntutan

keterbukaan (transparency), peningkatan efesiensi di segala bidang

(efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility) dan kewajiban

(fairnes). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan

proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan propesionalisme.

Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanan good

governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih

transparan dan lebih akurat.
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Dengan adanya reformasi, sistem pemerintahan yang semula

sentralistik kemudian diubah dengan sistem desentalisasi. Tuntutan

desentralisasi ini muncul paling tidak karna dua alasan utama yaitu

adanya potensi disintegrasi bangsa dan tuntutan pelayanan publik yang

lebih baik. Desentralisasi sistem pemerintahan indonesia diberlakukan

dengan keluarnya UU NO 22 TH 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang

selanjutnya diperbaharui dengan UU NO 32 TH 2004 Tentang Pemerintah

Daerah dan UU NO 25 TH 1999 Tentang Pemerintah Pusat dan Daerah

yang selanjutnya diperbaharui dengan UU NO 33 TH 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2000,

juga selalu dengan semangat good governance, yang ditandai dengan

ditetapkannya peraturan perundangan. Khususnya di bidang pengelolaan

keuangan Negara yaitu peraturan pemerintah (PP) Nomor 105 tahun

2000. Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dalam PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000, secara implisit

dan eksplisit telah diatur agar pemerintah daerah dapat menghasilkan

laporan keuangan sesuai dengan pronsip-prinsip akuntabilitas dan

transparansi. Hal ini dapat dilihat dalam:

1. Struktur APBD yang menggabarkan anggaran defisit yang terdiri dari

pendapatan. Belanja, dan pembiayaan (PP 105/2000 pasal 15)

2. Anggaran Berbasis Kinerja dalam belanja dikelompokkan berdasarkan

klasifikasi fungsi. (105/2000 pasal 20)
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3. Klasifikasi anggaran belanja berubah dari belanja rutin dan belanja

pembangunan (dual budged) menjadi klasifikasi belanja operasional,

belanja modal, dan belanja tak terduga (unfield budget). (PP 105/2000

pasal 35)

Selain itu terdapat pula Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam

pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan itu didorong oleh

berbagai faktor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat

dibidang polotik. Desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan

yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan

dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat

memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan masyarakat atas peningkatan

kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan, kualitas layanan dan

efisiensi pemanfaatansumber daya.

Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di indonesia yaitu

sistem anggaran tradisional yang terkesan sangat kaku, birokratis, dan

hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia

internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya kalau sistem

penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut.

Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara berdasarkan prestasi kerja

atau istilah yang lebih sering digunakan adalaha Anggaran Berbasis

Kinerja.
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Anggaran Berbasis Kinerja disusun untuk mengatasi kekurangan

yang terdapat dalam pendekatan tradisonal, khususnya kekurangan

yanga disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan

untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan

bublik. Fokus utama dari anggaran berbasis kinerja adalah pada tingkat

efesiensi penyelenggaraan aktivitas.

Goverment Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept

Statements No. 2, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori

indikator yaitu: (1) Indikator pengukuran service efforts. Berarti bagaimana

sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau

pelayanan jasa yang beragam. (2) Indikator pengukuran service

accomplishment. Diartikan sebagai prestasi dari program tertentu, (3)

Indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment.

Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan

dengan pelaporan kinerja ini (explanatory information). Pengukuran-

pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh

pemerintah. Apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang

ditentukan dan apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima

layanan/jasa terebut. Perbandingan serviceefforts dengan service

accomplishment merupakan dasar penilaian efisiensi operasi pemerintah

(GASB, 1994).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan

roda pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib
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menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk

dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan

baik atau tidak. Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintahan daerah

dlam mengelolah daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio

keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Dengan adanya analisis rasio keuangan terhadap APBD, maka semua

pihak yang berkepentingan memiliki alat ukur untuk melihat beberpa

aspek keuangan dalam APBD. Aspek-aspek tersebut antara lain: (1)

Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara

otonomi daerah, (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam

merealisasikan pendapatan daerah, (3) Mengukur seajauh mana aktivitas

pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daearah, (4) Mengukur

kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan

pendapatan daerah, (5) Melihat pertumbuhan dan perkembangan

perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode

waktu tertentu.

Memiliki era reformasi, masyarakat disebagian besar wilayah

Indonesia, baik diprovinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas

laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih

seksama. Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas

kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan

publik maupun penggunaaan anggaran belanja daerah. Melihat

pengalaman-pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam
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pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas

pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keungan saja.

Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah

peropersi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Selain kinerja keuangan

pemerintah daerah, masyarakat juga ingin adanya perubahan dari kinerja

non keuangan pemerintahan daerah yang mencakup kinerja pegawai dan

bagaimana pelayanan yang di berikan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS

KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN GOWA ”.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang kinerja

pemerintah daerah baik kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan

sebelum dan setelah pemberlakuan anggaran Berbasis Kinerja baik

setelah pemberlakuan Amggaran Berbasis Kinerja baik dari segi

keuangan dan non-keuangannya ataukah tak ada perubahan sama sekali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengemukakan

rumusan masalah, yaitu. “Bagaimana Perbedaan Kinerja Pemerintah

Daerah Sebelum Dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ?”.
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C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara kinerja pemerintah daerah

dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum dan setelah penerapan

anggaran berbasis kinerja.

2. Untuk mengetahui perbedaan antara kinerja pemerintah daerah

dalam bentuk upaya fiskal sebelum dan setelah penerapan

anggaran berbasis kinerja.

3. Untuk mengetahui perbedaan antara kinerja pemerintah daerah

dalam bentuk efesiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti

maupun dalam berbagi hal, antara lain:

1. Memberikan informasi data empiris mengenai ada tidaknya perbedaan

antara kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah penerapan

anggaran berbasis kinerja.

2. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas

pengelolaan dana publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

3. Manfaat sumbangan wawasan terhadap penelitian akuntansi yang

berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah

penerapan anggaran berbasis kinerja.
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4. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang

diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan

akuntansi sektor publik dewasa ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Anggaran

Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan

yang mencerminkan pilihan kebijaksanaaan untuk suatu periode dimasa

yang akan datang. Dalam pengertian umum ini, tercakup baik anggaran

perusahaan, anggaran negara maupun anggaran lembaga-lembaga

lainnya. Khusus mengenai anggaran Negara John F. Due (1975), secara

terinci memberi pengertian sebagai berikut:

Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan

pengeluaran dan penerimaan yang di harapkan akan terjadi dalam suatu

periode dimasa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang

sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu.

Berdasarkan pengertian anggaran negara sebagaimana di atas,

maka melalui anggaran Negara tidak hanya dapat diketahui besarnya

rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di

masa depan, akan tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan dan

pengeluaran Negara yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu.

Sehingga, secara lebih terinci dapat pula dinyatakan bahwa:

a. Anggaran Negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah

yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan

pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan maupun
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kebijaksanaan penerima pemerintah untuk menutup pengeluaran

tersebut.

b. Di samping mengungkapkan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu

periode di masa depan, dari anggaran Negara dapat diketahui pula

realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di mada yang lalu.

c. Sehingga melalui anggaran Negara dapt diketahui tercapai atau

tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu.

Serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai

pemerintah di masa yang akan datang.

Selain definisi di atas, masih banyak pengertian anggaran negara

yang ada pada berbagai literatur, namun para ahli dibidang anggaran

sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut:

“Anggaran Negara merupakan rencana keuangan pemerintah
dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun
mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran
setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala
bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara
yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam
periode yang sama”. (Dedi Nurdiawan, Iswahyudi Sondi Putra
dan Maufidah Rahmawati Tahun 2007)

Dari definisi diatas dapat dijelaskan pengertian lebih lanjut sebagai

berikut:

a. Anggaran merupakan pernyataan mengenai pernyataan estimasi

kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu

yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah).

b. Penyusutan Anggaran Negara adalah suatu proses politik,

penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan
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suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung

nuanasa polotik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan

dan pengesahaan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari

berbagain uusan partai politik.

c. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta dimana anggaran

merupakan nagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik,

sebaliknya anggaran negara justru harus dikonfirmasikan kepada

publik untuk diberi masukan dan kritik.

d. Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan

dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan

uang publik. Proses penganggaran dimulai ketika perencanaan

strategik telah diselesaikan. Jadi anggaran negara merupakan

artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang

telah dibuat.

2. Fungsi Anggaran

Setelah memahami pengertian anggaran, maka secara tidak

langsung dapat di tarik beberapa kesimpulan mengenai fungsi Anggaran

Negara sebagai berikut:

a. Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam

mengelola Negara untu satu periode di masa yanag akan datang.

b. Karena sebelum anggaran negara dijalankan ia harus mendapat

pengesahan terlebih dahulu dari lembaga perwakilan rakyat, berarti
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anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi

masyarakat  terhadap kebijaksanaan yang dipilih pemerintah.

c. Karna pada akhirnya tiap anggaran negara harus

dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada

Lembaga Permusyawaratan Rakyat, berarti anggaran negara juga

berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap

kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang

telah dipilihnya.

Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik berasal dari

kegunaannya dalam menentukan estinasi pendapatan atau jumlah tagihan

atas jasa yang diberikan. Namun peran anggaran dalam siklus

perencanaan dan pengendalian manajemen lebih dari sekedar dua hal

tersebut, karena anggaran memiliki keterikatan antara perencanaan dan

pengendalian.

Peranan anggaran dalam perencanaan dicapai dengan

menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk

melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran.

Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan

mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukkan input

dan sumber daya yag telah dialokasikan kepada individu atau dapartemen

sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tugas yang

dibebankan oleh mereka.
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3. Jenis-jenis Anggaran

Secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Anggaran operasional dan anggaran modal

Berdasarkan  jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran

operasional dan anggaran modal.

1) Anggaran operasional(curren budget) digunakan untuk

merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari

dalam kurun waktu satu tahun.

2) Anggaran modal(capital budget) menujukkan rencana jangka

panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung,

peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal

adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu

tahun dan kan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi

sektor publik, yang selanjutnya kan menambah anggaran

perasioanal untuk biaya pemeliharaannya.

b. Anggaran tentatif dan anggaran anacted

Berdasarkan status, anggaran dibagi menjadi anggaran relatif dan

anggaran anacted.

1) Anggaran tentatif (tentative budget)adalah anggaran yang tidak

memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena

kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan

sebelumnya.
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2) Anggaran anacted(enacted budget) adalah anggaran yang

direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga

legislatif.

c. Anggaran dana umum dan anggaran dana khusus

Dalam penelitian, kekayaan Negara (dana) dibagi menjadi dana

umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintahan yang bersifat umu dan sehari-hari sedangkan

Dana Khusus dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.

d. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel

Dalam anggaran tetap(fixed budget), apropriasi belanja sudah

ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut

tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan

yang di lakukan. Dalam anggaran fleksibel (flexible budget), harga

barang/jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran

secara keseluruhan akan berfluktasi bergantung pada banyaknya

kegiatan yang dilakukan.

e. Anggaran eksekutif dan anggaran legislatif

Berdasarkan penyusunnya, anggaran dapat dibagi menjadi

anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Anggaran eksekutif

(executive budget) adalah anggaran yang disusun oleh lembaga

eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Sedangkan anggaran legislatif

(legislative budget) adalah anggaran yangdisusun oleh lembaga

legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif.
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4. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau

manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau

segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak

mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga

perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan

buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan

tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot, Terdapat

beberapa pengertian kinerja, yaitu:

1) John Witmore dalam C0aching For Performance (1997 : 104)

“Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari

seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran

umum keterampilan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus

diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui

tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi

yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui

dampak positif dan negatif dari suatu kebijkan operasional.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan

yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan
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dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan

kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam

proses penyusutan kebijakam/program/kegiatan yang dianggap

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah diterapkan daklam rangak mewujudkan

visi dan misi.

1) Kerangka pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh

instansi. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh

data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang

berguna dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data

kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-

indikatir masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana

dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan,

efektivitas, efisien, dan kualitas pencapaian sarsaran. Sedangkan

pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak

dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau
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dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan intansi

pemerintah.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan

tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana

kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada

data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja

tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran

kinerja kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian

Sasaran (PPS).

2) Manfaat Pengukuran Kinerja

Wayne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima manfaat adanya

pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

a) Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan

keputusan.

Sering kali keputusan yang diambil pemerintah

dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai

pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang

berkepentingan. Proses pengembangan pengakuan kinerja

ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi

dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu.
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Disamping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja

untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain,

adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat

memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat,

memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan

nggaran serta melakukan dikusi mengenai usulan-usulan

program baru.

b) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilita internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara

otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini

pemerintah, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas

pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak

legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian sistem

pengukuran standar seperti halnya management by

objecktive untuk mengukur outputs dan outcomes.

c) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi

kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup

menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting

dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik.

Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan
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pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu

program juga semakin diperhatikan.

d) Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan

penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang

besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin

diperhatikan.

e) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk

menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-

program pokok pemerintah sehubungan dengan

meningkatnya pajak yang dieknakan kepada mereka.

Evaluasi yang ditentukan cenderung mengarah kepada

penilaian  apakah pemerintah memang dapat memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini

pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk

menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor

swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan

yang terbaik. Dengan adanya pengukuran, analisis dan

evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja.

Pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk

memperhatikan atau meningkatkan efesiensi dan efektivitas

suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif
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kepada publik mengenai pencapaian hasil (results) yang

diperoleh.

c. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan,

dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja

kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal

yang mendukung keberhasialan dan kegagalan pelaksanaan suatu

kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka mencapai misi,

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis effisien dengan cara

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana

maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan

tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara

tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan

terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap

penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah

yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan

perbandingan-perbandingan antara lain:

1) Kinerja myata dengan kinerja yang direncanakan.

2) Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
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3) Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang  unggul di

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

4) Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan

standar internasional.

d. Indikator Kinerja

1) Pengertian indikator kinerja

Menurut Dadang solihin dalam presentasi penyusunan

indikator kinerja pembangunan daerah mengatakan bahwa:

“indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan

ukuran atau tujuan yang telah disepakati dan telah ditetapkan”.

2) Tujuan penggunaan indikator kinerja

kuantitatif atau kuantitatif yang mengindikasikan pencapaian

suatu sasaran Melalui penggunaan indikator kinerja, para manajer

dan pengambilan keputusan dapat melakukan hal-hal berikut:

a) Memantau apa yang sedang dilakukan

b) Menilai apakah pekerjaan yang benar telah dilakukan

c) Penyesuaian terhadap perubahan jika dibutuhkan

d) Mengola perubahan

e) Mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai

f) Meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi

masyarakat

3) Manfaat menyusun indikator kinerja

a) Memperbaiki kinerja
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b) Memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan

c) Meningkatkan akuntabilitas

d) Mendorong produktivitas dan kreativitas

e) Membantu proses penganggaran

f) Mendukung rencana stratejik dan membantu penyususnan tujuan

g) Pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan efektif

e. Ruang Lingkup Anggaran Berbasis Kinerja

1) Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan

penganggaran. Perubahan-perubahan itu didorong oleh berbagai

faktor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat dibidang

politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang

dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan

dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat

memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan masyarakat atas

peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan,

kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di indonesia

yaitu sistem anggaran tradisional yang terkesan sangat kaku,

birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan

perkembangan dunia internasional yang sangat pesat, sehingga

sudah selayaknya kalau sistem penganggaran tersebut diganti
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dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-

perubahan tersebut. Sebagai penggantinya adalah anggaran Negara

Berdasar Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan

adalah anggaran berbasis kinerja.

2) Dasar hukum

Adapun dasar hukum yang mendukung terwujudnya penerapan

anggaran berbasis kinerja yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang

keuangan Negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang

perbendaharaan Negara, undang-undang nomor 33 tahun 2004

tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, undang-undang nomor 58 tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan daerah, dan undang-undang no 15 tahun

2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan Negara.

3) Anggaran Berbasis Kinerja

Tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja:

a) Penerapan strategi organisasi (visi dan misi)

Visi dan misi adalah sebuah pandang yang jauh ke depan

yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus

dicapai oleh sebuah organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan

misi organisasi harus dapat:

1) Mencerminkan apa yang akan dicapai

2) Memberikan arah dan fokus stratgi yang jels
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3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan

strategi

4) Memiliki orientasi masa depan

5) Menumbuhkan seluruh unsur organisasi

6) Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

b) Pembuatan tujuan

Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam

kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilakan dengan tujuan

operasional. Karena tujuan operasional merupakan turunan dari

visi dan misi organisasi, tujuan operasional seharusnya menjadi

dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola

aktivitas harian, serta pemberian penghargaan (reward) dan

hukuman (punishment).

Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

a) Harus mempresentasikan hasil akhir (true endsloutcome)

bukannya keluaran (output).

b) Harus dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir

(outcome) yang diharapkan telah dicapai.

c) Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan

tindakan koreksi (corrective action).
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d) Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil

untuk menimbulkan interprestasi individu. Namun ketepatan ini

seharusnya tidak berada pada perincian yang salah.

5. Penetapan Aktivitas

Tujuan operasional akan menjadi dasar dalam penyusunan

anggaran. Ketika pendekatan kinerja yang digunakan maka langkah yang

harus kita lakukan dalam penyusunan anggaran adalah penetapan

aktivitas. Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan

operasional yang telah ditetapkan.

Operasional kemudian membuat sebuah unit/paket keputusan yang

berisi beberpa alternatif keputusan yang berisi beberapa alternatif

keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif keputusan tersebut menjadi

identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang bersangkutan. Secara umum

alternatif keputusan berisi komponen-komponen sebagai berikut:

a. Tujuan aktivitas tersebut, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat

tujuan yang diharapkan menjadi jelas.

b. Alternatif aktivitas/alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan

mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak.

c. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut.

d. Input, kuantitas, atau unit pelayanan yang disediakan, dan hasil pada

berbagai tingkat pendanaan.

6. Evaluasi dan pengambilan keputusan
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Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah

proses evaluasi dan pengambilan keputusan (penelitian dan penentuan

peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang

ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada

masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Teknisnya, alternatif keputusan dari semua aktivitas program yang

direncanakan digabungkan dalam suatu tabel dan diurutkan berdasarkan

prioritasnya. Setiap level anggaran dianggap sebagai suatu yang berbeda.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada hubungannya dengan analisis perbandingan

kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan anggaran

berbasis kinerja  pernah dilakukan penelitian terdahulu yakni penelitian

oleh Hesrini (2015) melakukan penelitian tentang “ Analisis Penyusunan

Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor  Pengawasan dan Pelayanan

BEA dan Cukai Gresik”. Metode penelitian ini menggunakan metode

kualitatif. Hasil penelian menunjukan bahwa penyusunan indikator

anggaran berbasis kinerja pada kantor pengawasan dan pelayan bea

cukai gresik digunakan untuk menunjukkan kejelasan hubungan antara

alokasi anggaran dengan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program,

dan kejelasan penaggung jawab pencapaian kinerja dalam rangka

meningkatkan akuntabilita, transpransi,  dan efektivitas penggunakaan

anggaran secara terukur.
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Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanda dkk (2016)

mealukan penelitian tentang “Analisis Inflementasi Anggaran Berbasis

Kinerja Pada Pemerintah Daerah”. Metode yang digunakan adalah

metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan

kegiatannya masih terdapat kendala-kendala, seperti anggaran yang telah

direncanakan sebelum dapat merealisasikan dengan maksimal sehingga

terpengaruh pada penilaian kinerja, kualitas sumber daya manusia, masih

belum optimal menskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung

jawab aparatur dinas u ntuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas

pokok dan fungsi.

Verasvera (2016) melakukan penelitian tentang “ Pengaruh

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah

Daerah”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah pada dinas

provinsi jawa barat telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat

dariindikator. (a) efesiensi, setiap aparatur pada dinas sosial provinsi jawa

barat telah melaksankan program dan kegiatan dengan mengguanakn

sumber daya  yang sekecil mungkin dan setiap kegiatan , program, dan

kebikan tersebut dilakukan evaluasi dengan menilai efesiensi biaya

sehingga dapat mencegah pemborosan, (b) efektivitas, program dan

kegiatan yang dijalankan oleh setiap aparatur telah berjalan epektif, (c)

pertumbuhan pegawai, keaadaan aparatur dinas sosial provinsi jawa barat

telah memadai baik segi kualitas maupun kuantitas (d) kepuasan
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pelanggan, kualitas layanan publik terhadap kepuasan masyarakat telah

sesuai yang diharapkan.

Subiyantoro (2011) melakuakan penelitian tentang “ Penerapan

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntanbilitas Pada Badan

Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto”. Metode  Penelitian

yang digunakan adalah metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dilingkup badan

perencanaan dan pembangunan kota mojokarto. Sudah tepat sasaran dan

sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga todak terjadi

pemborosan yang tentunya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dari

badan perencanaan dan pembangunan kota mojokerto

Lestari(2009) melakukan penelitian tentang “ Analisi Perbedaan

Kinerja Keuangan pemerintah Kota Kediri Sebelum dan Sesudah

Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja”. Metode yang digunakan

adalah metode kualitatatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan

keuangan rasio kemandirian  pemerintah  kota kediri  menunjukkan hasil

rata-rata 113% pada periode sebelum pemberlakuan anggaran berbasis

kinerja dan meningkat 295%  pada periode sesudah pemberlakuan

anggaran berbasis kinerja.

Kurrohman (2013) melakukan penelitian tentang “Evaluasi

penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang berbasis

Value For Money Dikabupaten/Kota Di Jawa Timur”. Metode yang
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digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemerintah kabupaten dan kota jawa timur ppada periode sesudah dan

sebelum penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja terdapat

perbedaan  kinerja keuangan secara ekonomis, efesien, dan efektif.

Endrayani, dkk. (2014) melakukan penelitian tentang  “Pengaruh

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT Bali

Tengah Kota Singaraja”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif

dan kuantitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan hasil

pengujian, nilai koefisien determinasi atau R square yang diperoleh

sebesar 0,491 hal ini menunjukkan bahwa 49,1% akuntabilitas kinerja

istansi pemerintah yang ada pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali

Tengah dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja. Sedangkan sisanya

50,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. (2) Berdasarkan

hasil uji regresi sederhana, menghasilkan persamaan regresi linier

sederhana Y = 29,184 + 0,752 X yang mana terdapat pengaruh positif

yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (3) Berdasarkan hasil pengujian

hipotesis, yang membandingkan hasil thitung dengan ttabel menunjukkan

bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel (5,558 > 2,03693) maka H0

berada pada daerah penolakan, yang berarti H1 diterima.

Andriani, dkk (2012) melakukan penelitian tentang “Analisis

Penerapan Anggaran Berbasis KinerjaPada Pemerintah Pusat (Studi pada
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Politeknik NegeriPadang)”. Metode yang dilakukan adalah metode

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penganggaran berbasis

kinerja(performance based budgeting)merupakan suatu

pendekatansistematis dalam penyusunan anggaranyang mengaitkan

pengeluaran yangdilakukan organisasi sektor publikdengan kinerja yang

dihasilkan denganmenggunakan informasi kinerja yangdituangkan dalam

bentuk indikatorkinerja.

Tamasoleng(2015) melakukan penelitian tentang “Analisis

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan

SiauTagulandang Biaro”. Metode yang digunakan adalah metode

deskriptif. Hasil peneliatian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan

anggaran dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja belum

dilaksanakan. (2) Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu

menyangkut Perencanaan Anggaran (Renstra SKPDbelum sepenuhnya

mendukungketercapaian visi dan misi kabupaten,meskipun capaian

kinerja dari LAKIPmenunjukan peningkatan.

Salawati  (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada

Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan Provinsi Gorontalo”. Metode

yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh

terhadap efektivitas pengendalian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Provinsi Gorontalo.
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Kerangka Pikir

.

Gambar : 2.1

Kerangka Pikir Penelitian
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C. Hipotesis

Hipotesis dalam penenlitian kualitatif dikembangkan dari telaahan teoritis

sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan yang

memerlukan pengujian secara empiris. Hipotesis yang dikembangkan

dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam

bentuk desentralisasi fiskal sebelum dan setelah penerapan

anggaran berbasis kinerja.

2. Terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam

bentuk upaya fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran

berbasis kinerja.

3. Terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam

bentuk efesiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja.



33

33

BAB III

METODE PENELITIAN

:

A. Jenis Penelitian

1) Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Berupa

rekapitulasi anggaran pemerintah daerah, realisasi anggaran

penerimaan, pengukuran pencapaian sasaran, rencana kinerja

tahunan dan pengukuran kinerja kegiatan, daftar hadir pegawai.

2) Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.

Berupa gambaran umum, struktur organisasi dan pembagian

tugas, sumber daya manusia aparatur, visi dan misi organisasi,

faktor-faktor kunci keberhasilan, serta tujuan dan sasaran.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, observasi

serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Dalam penelitian

ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak

terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai

dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk

meneliti Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Gowa.
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C. Tempat dan Waktu penelitian

Adapun lokasi/tempat penelitian yang dilakukan pada kantor

Bupati Gowa yang berlokasi dijalan Mesjid Raya No.30

Sungguminasa. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu selama

dua bulan yaitu,mulai bulan Maret-Mei tahun 2018.

D. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan

pengamatan langsung serta wawancara langsung dengan

pimpinan atau pegawai.

2) Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari hasil

pengumpulan data dan dokumen-dokumen yang ada

kaitannya dengan judul penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten gowa

dengan menggunakan metode pengumpulan data Purposive

Sampling, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi

kriteria tertentu di butuhkan karakteristik Sampling dimana

diperlukan suatu karakter tertentu yakni Kabupaten Gowa yang

sudah ada sejak otomomi belum diberlakukan. Sekian banyak

jumlah populasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa bagian

anggaran yakni terdapat 15 orang.

Data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Pemrintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai

dasar perhitungan kinerja untuk periode sebelum dan setelah

berbasis kinerja.

Periode ralisasi APBD yang menjadi pengamatan penelitian

ini adalah periode sebelum anggaran berbasis kinerja (tahun



35

2012-2013) dan setelah anggaran berbasis kinerja (tahun 2014-

2017).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara dengan cara melakukan pengamatan langsung serta

wawancara langsung dengan pimpinan atau pegawai bagian anggaran

Kantor Bupati Gowa.

2. Kosioner, yaitu penelitian yang diakukan dengan cara

membagikan kosioner kepada tiap-tiap pegawai bagian

anggaran Kantor Bupati Gowa.

G.Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis deskriptif yaitu dimana penelitian dilakukan

dengan mengumpulkan dan menganalisa data yang dikumpulkan

serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya..

.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terbentuk

pada Januari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati

Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Gowa. Dimana sebelumnya Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah bernama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa yang terbentuk pada awal tahun 2009 yang merupakan

gabungan dari dua instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di sektor pendapatan dan

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai

tupoksi di bidang pencairan, penatausahaan dan pelaporan keuangan

Pemerintah Dearah Kabupaten Gowa. Latar belakang terbentuknya Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah

Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor

36
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39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan

Struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Dimana didalamnya menjelaskan bahwa kedudukannya adalah sebagai

unsur pelaksanaan tekhnis operasional yang bertugas di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2017 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di lebur

kembali menjadi dua yaitu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai

tupoksi di sektor pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

yang merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis

dibidang perencanaan, pencairan, penatausahaan dan pelaporan keuangan

daerah. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efesien telah ditetapkan aturan bagi

para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai

Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi

tanggung jawabnya dalam Perencanaan,  Pengawasan dan Pengendalian

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Gowa secara

administratif berkedudukan di Sungguminasa yang merupakan Ibukota

Kabupaten dan sebagai daerah penyanggah kawasan Provinsi Sulawesi

Selatan. Kabupaten Gowa sebagai daerah yang cukup potensial sangat

beralasan untuk tetap logis dalam masa Otonomi Daerah, bahwa dapat

mandiri, maju seiring dengan Kabupaten / Kota yang maju di Indonesia

dan menjadi Kabupaten yang handal di Sulawesi Selatan.
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2. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5

tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan

menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh

stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai

berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan

Akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam

visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan

misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang

masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama,

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2017

sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

a. Mewujudkan kualitas layanan kesekertariatan ;
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b. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan,

akuntabel, efektif dan efisien;

c. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan Barang Milik

daerah.

Pernyataan Misi tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan

seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga

seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ikut

berperan serta sesuai dengan beban tanggungjawabnya guna

mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi.
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3. Struktur Organisasi

Gambar 2. Struktur Organisasi
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D. Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Gowa Tentang Pengelolaan

Anggaran.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah

baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan

dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun

ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13

tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan

Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola

dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah

dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan

penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan

Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam

satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua

Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi

target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua

pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang

ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan

keuangan daerah, makaAPBD menjadi dasar pula bagi kegiatan

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
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Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN

yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang

bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan

keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu

tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem

anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau

output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk

setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi

jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan

merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi

belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah

ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas bebanAPBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup

tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Adanya pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan

disusunnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD) yang

merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam proses penyusunan APBD



43

ini disamping harus berpedoman dengan Rencana Jangka Menengah

Daerah, APBD juga harus sinkron dengan rencana pembangunan

nasional. Untuk tujuan sinkronisasi tersebut Menteri Dalam Negeri

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah tahun

Anggaran 2013. Dalam Proses penyusunan APBD, Pemda

mengajukan kebijakan umum APBD tahun berikutnya sejalan dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusuan

RAPBD (UU no 17 tahun 2003, pasal 18 ayat 1).

Tulisan berikut ini mendeskripsikan sedikit uraian mengenai

perencanaan pembangunan di daerah dan Kebijakan Umum

Anggaran. Uraian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dibatasi pada

latar belakang penyusunan KUA dan isinya.

E. Laporan anggaran dan realisasi sebelum dan setelah perubahan

anggaran berbasis kinerja tahun 2012-2013

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang

menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,

dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
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pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran

dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran

yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu

dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil

divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
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pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada

entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran sebelum dan setelah

perubahan anggaran berbasis kinerja tahun 2012-2013.

Tabel 1. Realisasi anggaran sebelum dan sesudah perubahan
anggaran tahun 2012
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Tabel 2. Realisasi anggaran sebelum dan sesudah perubahan
anggaran tahun 2013

1. Rasio Keuangan Daerah

Pendapatan merupakan semua penerimaan Rekening Kas

Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
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dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendaptan derah

tidak sma dengan pemerintah daerah, bedanya terletak pada

pengaruh terhadap ekuitas dana.

Analisis pendaptan daerah dapat digunakan untuk

mengavaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksankan

anggaran. Secara umum realisasi pendaptan dearah dinilai baik

apabila melampaui target anggran, sebab anggaran pendpatan

merupakan bats minimal yang harus dicpai daerah

Berdasarkan data pendapatan daerah yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggran, pembaca laporan keuangan dapat

membuat berbagai analisi rasio keunagan berupa :

a. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan

cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima

oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

atau pemerintahan provinsi.

Tabel 3. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah
TAHUN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI TOTAL PENERIMAAN PAD RASIO

1 2 3 (2:3) x 100%
2012 - - -
2013 4.074.190.561,00 23.593.098.352,71 17,26%
2014 2.653.367.877,00 22.982.866.203,97 11,54%
2015 - 11.397.172.401,00 -
2016 - 40.228.645.498,65 -
2017 3.803.149.411,64 107.332.098.922,29 3,54%

RATA-RATA 10,78%
Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2012-2017
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b. Rasio kemandirian keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengancara

membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah

pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka

rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi

kemandirian keuangan daerahnya.

Tabel 4. Rasio Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Gowa

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan

realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD

dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Untuk mengukur

kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan

PAD, indicator rasio efektivitasnya PAD saja belum cukup,

sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik

tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sngat
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besar, maka berartipemungutan PAD tersebut tidak efisien .

Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD . Rasio ini

dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan

pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi

penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD

ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan

Realisasi Angggaran

a. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah

berdasarkan potensi riil daerah yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Rasio efektifitas menggambarkan tingkat

pencapaian dalam perolehan anggaran yang telah

direncanakan.

Tabel 5. Rasio Efektifitas

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

b. Rasio Efisisensi
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Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Dalam perhitungan rasio efisiensi,

perlunya dihitung secara cermat besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang

diterima, sehingga dapat diketahui apakah proses pemungutan

pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan

karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan

penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan,

namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata

biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan

pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan

yang diterimanya.

Tabel 6. Rasio Efisiensi

Sumber data : Bagian Keuangan Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-

2017

d. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Selain analisis rasio efektivitas dan efisiensi PAD, kita juga
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dapat melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah.

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai

dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini

mencapai angka minimal 1 atau 100%.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan

pajak daerah dikatagorikan efisien apabila rasio yang dicapai

kurang dari 10 % ( semakin kecil rasio ini semakin baik ). Sama

halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung

rasio efisiensi pajak deerah diperlukan data tentang biaya

pemungutan pajak. Data ini bisa diperoleh dari Badan Pengelola

Keuangan  Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak

Daerah ( KPPD).

Tabel 7. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah
TAHUN BY. PEMUNGUTAN PAJAK TOTAL PENERIMAAN PAJAK RASIO

2012 1.908.326.903,00 2.375.355.654,88 8.03%
2013 1.902.509.367,84 1.990.863.000.00 9,55%
2014 1.710.594.047,00 2.179.211.029,50 7,84%
2015 2.528.561.132,67 1.945.000.000,00 3,00%
2016 1.956.584.022,00 2.946.230.276,00 6,64%
2017 1.769.235.446,25 4.041.118.888,00 4,37%

RATA-RATA 6,57%
Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2012-2017

a. Rasio utang Terhadap Pendapatan Daerah

Selain dilihat dari rasio DSCR, kinerja pinjaman daerah juga

dapat dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan (debt to

income ratio ). Rasio ini sudah dibahas pada rasio DSCR yang
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lebih cenderung dugunakan oleh pihak internal manajemen

pemerintah daerah, sedangkan rasio utang terhadap

pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal

terutama calon kreditur untuk menilai kemampuan pemerintah

daerah dalam mengembalikan pinjaman

Analisis potensi ini bermanfat bagi manjemen pemerintah

daerah maupun calon investor untuk memberikan pertimbangan

tentang potensi penrimaan ynag msih dapat digali dan potensi

keuntungan berinvestasi. Analisi potensi PAD dilakukan untuk

mengetahui jenis pajak daerah dan retribusi daerah tertentu

apakah masuk katagori potensi, prima, berkembang, taukah

terbelakang. Selanjutnya setelah diketahui potensinya tehap

berikutnya dapat diambil kebijakan untuk jenis pajak dan reribusi

dearah yang dikatagorikan potensi dan berkembang dapat

dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk katagori prima

perlu dilakukan intensifikasi dan untuk katagori terbelakang

dapat Dilakukan peninjauan ulang tau bahkan penghapusan .

Semakin besar proporsi suatu pajak atau retribusi dari

rerata pajak atau retribusi, maka semakin layak pajak atau

retribusi tersebut untuk diupayakan di masa mendatang.

Sebaliknya, semakin kecil proporsi pajak atau retribusi tersebut

maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan

sumber penerimaan di masa datang perlu diintensifkan.
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Sementara untuk proporsi tambahan, semakin besar proporsi

tambahan suatu pajak atau retribusi dari total penerimaan pajak

atau retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut

untuk diupayakan peningkatannya. Sebaliknya, semakin kecil

proporsi tambahan suatu jenis pajak atau retribusi maka upaya

identifikasi mnegenai kelayakan untuk dijadikan mengenai

kelayakan untuk dijadikan sumber penerimaan di masa

mendatang perlu diintensifkan.

Tabel 9. Rasio utang Terhadap Pendapatan Daerah

TAHUN UTANG TOTAL PAD RASIO
2012 - 46.894.377.087,53 -
2013 - 10.415.647.156,38 -
2014 - 15.226.862.946,43 -
2015 - 352.292.362.738,38 -
2016 - 414.614.843.299,21 -
2017 59.195.000,00 334.380.353.045,15 1,77%

RATA-RATA 1,77%
Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2012-2017

b. Rasio Standar Penerimaan Pendapatan

Rasio standar penerimaan pendapatan bermanfaat untuk

pengawasan dan pengendalian manajemen pemerintah daerah

dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

Tabel 10. Rasio Standar Penerimaan Pendapatan

TAHUN TOTAL PENERIMAAN PAD TOTAL PENDAPATAN PAD RASIO
2012 - 46.894.377.087,53 -
2013 23.593.098.352,71 10.415.647.156,38 2.26%
2014 22.982.866.203,97 15.226.862.946,43 1.50%
2015 11.397.172.401,00 352.292.362.738,38 3,23%
2016 40.228.645.498,65 414.614.843.299,21 9,70%
2017 107.332.098.922,29 334.380.353.045,15 3,20%

RATA-RATA 3,97%
Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2012-2017

c. Rasio Keserasian
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Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan

belanja pembangunan secara optimal. Berdasarkan tabel 1

(perkembangan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Gowa

tahun anggaran 2010-2017) secara sederhana rasio keserasian

dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

Tabel 12. Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD

Sumber data : APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2010-2017

d. Rasio Pertumbuhan
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Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode

berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-

masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat

digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu

mendapatkan perhatian.

Tabel 13. Rasio Pertumbuhan

Tabel 14. Ringkasan Rasio Pertumbuhan
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Kinerja Non-Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa

Selain kinerja keuangan, penerapan anggaran berbasis kinerja juga

mempengaruhi kinerja pemerintah kabupaten Gowa dari aspek non-

keuangannya. Aspek non-keuangan kinerja pemerintah daerah dapat

dilihat dengan mengukur tingkat kehadiran pegawai dan capaian kinerja

pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kerja.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari analisis statistik diatas maka hipotesis dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. Terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan

setelah penerapan anggaran berbasis kinerja. dimana Perbedaan

kinerja ini dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah

tergolong baik, Pemungutan di tahun 2014-2017 (setelah

penerapan anggaran berbasis kinerja) cenderung semakin efisien.

Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio efisiensi bila

dibandingkan dengan tahun 2010-2013 (sebelum penerapan

anggaran berbasis kinerja) yang rata-rata 4,84%. Rasio efektifitas

sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja cenderung fluktuatif

dengan rata-rata 66,60%. Sedangkan setelahnya yaitu pada tahun

2014-2017 rata-rata realisasi pendapatan asli daerah adalah

124,80%.

b. Terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah daerah dalam

bentuk upaya fiskal sebelum dan setelah penerapan anggaran
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berbasis kinerja. Perbedaan kinerja ini mengarah kearah yang lebih

baik, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun

2011-2013 (sebelum penerapan Anggaran Berbasis Kinerja) masih

berkisar pada persentasi 86% - 87%. Sedangkan pada tahun 2014-

2016 (setelah penerapan anggaran berbasis kinerja) sudah

mencapai 90%-96%.

c. Tidak terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah dalam bentuk

efesiensi penggunaan anggaran pada era kinerja pemerintah

daerah sebelum dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana hasil penelitian

menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan kinerja sebelum

dan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti

empiris mengenai perbedaan kinerja sebelum dan setelah

penerapan anggaran berbasis kinerja. Data dan informasi berasal

dari Kantor Bupati Gowa bagian anggaran untuk sebelum

penerapan anggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh dua tahun

anggara yakni 2012, 2013 dan untuk tahun setelah penerapan

anggaran berbasis kinerja diwakili oleh empat tahun yakni 2014,

2015, 2016, 2017. Analisis yang dilakukan dengan menguji

Hipotesis adalah menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan

kinerja sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja. Perbedaan
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yang timbul lebih banyak kearah positif, atau dengan kata lain

terjadi peningkatan kinerja secara umum.
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